FERSADILAK TIRé& u.-
AR —

-
L

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KjIP




KATA PENGANTAR




KATA PENGANTAR

7| frO\F1 Zs
A -
T~ - —

Assalamu’alaikum wr. wb.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan
karunia—Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta telah selesai disusun.

LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan
oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan memenuhi surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Penyampaian Dokumen
SAKIP, selain itu juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi atas kinerja aparat
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. LKjIP Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta 2020
menggambarkan capaian kinerja tahun 2020 dilengkapi dengan analisis indikator pada
setiap target atau sasaran yang telah ditentukan. Berbagai temuan permasalahan dan
kendala dalam pencapaian target akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan
dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Sangat disadari bahwa LKj|IP ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal
namun jauh dari sempurna oleh karena itu saran yang konstruktif sangat diharapkan
untuk perbaikannya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan
kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan
pikiran sehingga laporan LKjIP ini dapat diselesaikan.

Demikian laporan ini kami buat semoga dapat bermanfaat dalam peningkatan
efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tahun yang akan datang, sehingga dapat
mendukung kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance and Clean Government.

ARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
31 198103 1 092
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RINGKASAN EKSEKUTIF

engadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah menyusun Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan

kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai
sebagai acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja dan rencana kinerja setiap
tahun. Visi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengacu pada visi Mahkamah
Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta yang Agung”, dengan empat misi, yaitu: (1) Meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap sistem peradilan; (2) Meningkatkan kualitas aparatur
peradilan; (3) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat
pencari keadilan; (4) Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun
2020. Kedua sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan menerapkan 6
(enam) indikator kinerja dan 6 (enam) target kinerja.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis
tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat| 100% 98,70% | 98,70%
waktu

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya | 93% 79,22% | 85,18%
hukum kasasi

d. Index responden pengadilan tingkat pertama yang
puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Agama | 95% 90,26% | 95,01%
DKI Jakarta

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim
ke pengadilan pengaju tepat waktu

b. Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang 100% 100% 100%
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

setelah putus
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan ‘ 97,36%

100% 100% 100%

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



DAFTAR ISI




DAFTAR IS

N N o = N N
RINGKASAN EKSEKUTIF . it r s r s s s s nneeeenens
DAFTARIISL. ... s s e
DAFTAR TABEL....cu i s s s e
DAFTAR GRAFIK ..ot

BAB |. PENDAHULUAN. ... s s ra s asssnsnnnnneens

A.
B.
. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....couiiiiiiii e,
D.
E.

A.

LATAR BELAKANG. ...
KEDUDUKAN . .. o

STRUKTUR ORGANISASI.....coeii e

3. Tujuan dan Sasaran Strategis. .........coovvieiiiiiieiie e
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI
AGAMA DKIJAKARTA . . e
RENCANA KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI
JAKARTA TAHUN 2020... .. e
PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKl
JAKARTA TAHUN 2020. .. ...t e e

BAB. Ill. AKUNTABILITAS KINERJA ....ueeemirrrrr e s rra s e
A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI

B.

JAK AR T A
REALISASI ANGGARAN ...

BAB. IV. PENUTUP.....e s s s e e e

A.
B.

KESIMPULAN. ...
SARAN-SARAN . .

LAMPIRAN

\ Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

12

13

14
16

16
39
45
45
46



DAFTAR TABEL




Tabel 2.1.

Tabel 2.2.

Tabel 2.3.
Tabel 3.1.
Tabel 3.2.
Tabel 3.3

Tabel 3.4.
Tabel 3.5.
Tabel 3.6.
Tabel 3.7
Tabel 3.8.
Tabel 3.9.
Tabel 3.10.
Tabel 3.11.
Tabel 3.12.
Tabel 3.13.
Tabel 3.14.
Tabel 3.15.

Tabel 3.16.
Tabel 3.17.

Tabel 3.18.
Tabel 3.19.
Tabel 3.20.
Tabel 3.21.
Tabel 3.22.
Tabel 3.23.

Tabel 3.24.

Tabel 3.25.

DAFTAR TABEL

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI
JAKAIA ...
Rencana Kinerja Tahun 2020..............ccoooiiiiiiieieenne.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020.............cooiiiiiiiines
Pengukuran Capaian Kinerja .............ccccoeiiiiiiiiiiiennann..
Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2020....................
Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel.................oo
Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Rincian Penerimaan Perkara Tahun 2020.........................
Keadaan Perkara Tahun 2020............cooviiiiiiiiiinieeenn.
Data Penyelesaian Perkara tahun 2020...........................
Data Penyelesaian Perkara yang Lebih dari 3 bulan............
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Wakitu...........
Data Permohonan Perkara Kasasi Tahun 2020..................
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
146 T 7= 1 OOt
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta bulan Juni 2020...........cccoiiiiiiiiiiiiieieeen
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta bulan Desember 2020.............cccoeieiiiiiinnen..
Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas
Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta...
Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara............ccooviiiiiiiii
Pengiriman Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju...........
Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim ke
Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.................cooevviiiinnnnn.
Upload Perkara Ekonomi Syariah.................cocooiviiinnn.
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian
Masyarakat (ekonomi syariah) yang Dapat Diakses Secara
Online Dalam Waktu 1 hari Setelah Putus.........................
Realisasi Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01)...
Realisasi Belanja Pegawai DIPA Badan Urusan Adminsitrasi

Realisasi Belanja Modal DIPA Badan Urusan Administrasi
(00 e
Realisasi Anggaran DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama

\ Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

12
13

14
17
18

20
22
23
23
24
24
25
26
28
30
31
32

33
34

35
36
38
39
40

41

42
43

43



DAFTAR GRAFIK




Grafik 3.1.
Grafik 3.2.
Grafik 3.3.
Grafik 3.4.
Grafik 3.5.
Grafik 3.6.
Grafik 3.7.
Grafik 3.8.

Grafik 3.9.

Grafik 3.10.

Grafik 3.11.
Grafik 3.12.

Grafik 3.13.

DAFTAR GRAFIK

Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang
Pasti, Transparan dan Akuntabel..............................
Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan......................
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu...........
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
36T 7= 1
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta bulan Juni 2020...........cccoiiiiiiiiiiiiieeeee
Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta bulan Desember 2020..............ccceieiiiiiinne...
Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas
Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta...
Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara............ccooiiiiiiiiiii
Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim ke
Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.............cccoviiiiiiiiiinennnn.
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian
Masyarakat (ekonomi syariah) yang Dapat Diakses Secara
Online Dalam Waktu 1 hari Setelah Putus.........................
Realisasi Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01)...

Realisasi Anggaran DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama

™ Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

21

22

25

28

30

31

32

34

36

38
39

43
44



BAB |

PENDAHULUAN




BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk menciptakan good governance yang merupakan syarat bagi setiap
organisasi pemerintah dalam rangka terwujudnya aspirasi masyarakat dan
tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Langkah untuk mewujudkan hal
tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang
diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 1-144/KMA/SK/1/2014
tentang Keterbukaan Informasi dan Pengadilan;

7. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal
Penyampaian Dokumen SAKIP.

Dari beberapa peraturan tersebut di atas setiap instansi pemerintah
diwajibkan melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP), dengan tujuan sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan reformasi
birokrasi Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan dibawahnya dan sebagai
salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good

governance).
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LKjIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada
hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam satu tahun
anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta
menjelaskan perbandingan realisasi pelaksanaan program dengan target yang
telah ditentukan dalam indikator kinerja utama sehingga tingkat kinerja
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat diukur berdasarkan perbandingan
tersebut.

Dengan menerapkan LKjIP tahun 2020 tersebut, Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta membuat beberapa dokumen pendukung dalam rangka
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Reviu Indikator Kinerja
Utama (IKU), Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Tahun 2021 dan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun (PKT) 2021 dan
Rencana Aksi Tahun 2021.

B. KEDUDUKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 dan Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan
Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan
Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung R,
bahwa kedudukan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berada di bawah
pembinaan Mahkamah Agung RI.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pengadilan tingkat
banding dan kawal depan Mahkamah Agung RI, mempunyai tugas pokok dan
fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok
Tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 51

menyebutkan Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang
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(2

mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam
tingkat banding. Di samping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di
tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar

pengadilan Agama di daerah hukumnya.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi

Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili
perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam
tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan
terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di
daerah hukumnya. (vide Pasal 49 dan 51 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama);

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan
petunjuk kepada jajaran peradilan agama yang berada di wilayah
hukumnya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan,
maupun  administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan
kepegawaian;

c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti,
Jurusita dan Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap
jalannya peradilan ditingkat pengadilan agama dan menjaga agar
peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya (vide
Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama), dan
terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan;

d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila
diminta. (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);
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e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum,
keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung
pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;

f. Fungsi lainnya:

a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya (vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/004/SK/11/1992 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepaniteraan
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama);

b. Pelayanan pelaksanaan registrasi pengacara praktek kuasa
insidentil yang akan beracara di Pengadilan Agama se-wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

c. Pelayanan memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam
penentuan awal bulan pada tahun hijriah Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Pasal 52A.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pasal 9 menyebutkan bahwa Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari
Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Pasal 10 ayat (2)
menyebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang
Ketua dan seorang Wakil Ketua. Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi
tersebut di atas dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 86 dan Pasal 294.

Tugas dan Fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai berikut:

1. Kepaniteraan
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta
menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
Mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
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tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;

c. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data
perkara, dan transparansi perkara;

d. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan
keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi
Kepaniteraan;

e. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Agama.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Panitera.
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari:
% Panitera Muda Banding

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara

banding.

Mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas
perkara banding;

b. Pelaksanaan registrasi perkara banding;

c. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk
diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama,;

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah
diputus dan diminutasi;

e. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama
beserta berkas perkara bundel A kepada pengadilan pengaju;

f. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;

g. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;

h. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

I. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
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+ Panitera Muda Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data
perkara;

b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor
Wilayah Kementerian Agama;

d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip
perkara;

f. Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan
berkas perkara;

g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan
yang berkaitan dengan transparansi perkara;

h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat;
dan

I. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2. Kesekretariatan
Kesekretariatan  Pengadilan  Tinggi Agama mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi,
keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Mempunyai fungsi:

Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
Pelaksanaan urusan kepegawaian;

Pelaksanaan urusan keuangan;

Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

-~ 0o o 0 T p

Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah

tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
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g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan
di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang
Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari:
+ Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program,
anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta

pengelolaan teknologi informasi.

Mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan
program dan anggaran;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan
pengembangan  pegawai, pengusulan  kenaikan  pangkat,
pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun
serta pengelolaan sasaran kerja pegawai, administrasi jabatan
fungsional, dan pengurusan ASKES/BPJS dan disiplin pegawali,
serta penyusunan laporan kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi
organisasi dan tata laksana,;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika
dan statistik; dan

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi,
dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

» Subbagian Rencana Progam dan Anggaran;

Subbagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan
anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan,
evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

» Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi
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dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik
pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
% Bagian Umum dan Keuangan
Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip,
perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan,
pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta

penyusunan laporan.

Mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;

b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana
dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;

c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan
masyarakat;

d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan
verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan
keuangan; dan

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan

laporan.

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

» Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan
prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan
dan hubungan masyarakat.

» Subbagian Keuangan dan Pelaporan
Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan,
perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang milik
negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan,
serta penyusunan laporan.

% Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kesekretariatan
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Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas

bertanggggung jawab kepada Sekretaris.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan
mengkomunikasikan pencapain kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
selama tahun 2020. Realisasi kinerja (performance result) tahun 2020 tersebut
diperbandingkan dengan perjanjian kinerja (performance agreement) tahun
2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi, analisis capaian
kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah
celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.
Dengan pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang,
kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan

sistematika penyajian.

Perencanaan Kinerja, menjelaskan rencana strategis tahun

2020-2024, reviu indikator kinerja utama, rencana kinerja

tahun 2020 dan perjanjian kinerja tahun 2020.

BAB Il

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang capaian kinerja
organisasi untuk setiap sasaran kinerja organisasi sesuai
hasil pengukuran kinerja yaitu perbandingan antara target
dan realisasi, capaian kinerja, menjelaskan analisis
pencapaian kinerja serta uraian tentang realisasi anggaran
yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta Tahun 2020.

BAB Il

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama DKI

Jakarta tahun 2020 dan menguraikan saran-saran yang
diperlukan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2020-
2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui
penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas
dan efisiensi dalam mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung dan visi

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang
disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam mencapai visi dan misi serta
tujuan organisasi pada tahun 2020-2024. Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa melakukan

inovasi sesuai kebutuhan agar optimal kinerjanya.

1. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang Agung”

Dasar penetapan visi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta adalah:
a. Performance Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai salah satu

pengadilan tingkat banding di wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota
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(2

Jakarta dan merupakan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung di
ibukota negara,

b. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempunyai Tupoksi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama Pasal 51 menyebutkan bertugas dan
berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan
agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan
berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa
kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya;

c. Komitmen yang kuat dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk
meningkatkan kualitas kinerjanya, serta ada harapan untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang lebih memadai;

d. Pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana serta anggaran

yang terbatas.

2. Misi
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan,
yaitu:
a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
b. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;
c. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari

keadilan;

d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis
a. Tujuan

Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan
ditetapkan berpedoman kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta adalah sebagai berikut:
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1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

b. Sasaran
Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2020, sasaran
strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel,

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI
JAKARTA

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang

telah direviu berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Nomor W9-A/2967/0T.01.3/12/2020 tentang Penetapan Reviu Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 30 Desember

2020, sebagai berikut:
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENJAA'\\‘I?AGBUNG SUMBER DATA

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan x 100%
! ) lah si k harus diselesaik ? )
Terwujudnya Proses | a. Persentase sisa Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan Panitera Laporan Bulanan
Peradilan yang Pasti, perkara yang dan
Transparan dan diselesaikan Catatan: Laporan Tahunan
Akuntabel « Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya
e SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu X 100%
lah perk diselesaik: ’ )
b. Persentase perkara Jumlah perkara yang diselesaikan Panitera Laporan Bulanan
yang diselesaikan dan
tepat waktu Laporan Tahunan
Catatan:
® SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di
pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat)
lingkungan peradilan
c. Persentase perkara Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi X 100% Panitera Laporan Bulanan
yang tidak Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan ? dan
mengajukan upaya Laporan Tahunan
hukum kasasi
Catatan:
Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka
semakin puas atas putusan pengadilan
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KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PEN\J&'\\‘EEBUNG SUMBER DATA

d. Index responden Index kepuasan pencari keadilan Panitera Laporan Semesteran
pengadilan tingkat dan
pertama yang puas Laporan Tahunan
terhadap layanan Catatan:

Pengadilan Tinggi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Agama DKI Jakarta § . X
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

|
. . Jumlah salinan putusan perkara yang dikirim .
2. Peningkatan a. Persentase salinan ke Pengadilan pengaju tepat waktu Panitera Laporan Bulanan
Efektivitas putusan perkara yang Jumlah perkara yang diputus X 100% dan
Pengelolaan dikirim ke pengadilan Laporan Tahunan

Penyelesaian Perkara pengaju tepat waktu Catatan:
SEMA No 01. Tahun 2011 tentan perubahan SEMA No. 02 tentang Penyampaian
Salinan dan Petikan Putusan

secara online dalam
waktu 1 hari setelah
putus

b. Persentase putusan Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Panitera Laporan Bulanan
perkara yang menarik yang di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus % 100% dan
perhatian masyarakat Jumlah putusan perkara ekonomi syariah ° Laporan Tahunan
(ekonomi syariah)
yang dapat diakses

C. RENCANA KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKl JAKARTA
TAHUN 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
memuat angka target kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang
ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi
komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2020. Selain itu, dokumen
Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang

kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau

lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.
Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(Ml Terwujudnya Proses a. Persentase sisa perkara 100%
Peradilan yang Pasti, yang diselesaikan
Transparan dan b. Persentase perkara yang 100%
Akuntabel diselesaikan tepat waktu
c. Persentase perkara yang 93%

tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi

d. Index responden pengadilan 95%
tingkat pertama yang puas
terhadap layanan Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta
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\[OX SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Penlngkatan Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

a. Persentase salinan putusan
perkara yang dikirim ke
pengadilan pengaju tepat
waktu

b. Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1
hari setelah putus

100%

D. PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI

TAHUN 2020

JAKARTA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah

untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud

nyata komitmen,

sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(M Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu

100%

c. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum
Kasasi

93%

d. Index responden pengadilan

tingkat pertama yang puas
terhadap layanan Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta

95%

Al Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

a. Persentase salinan putusan

perkara yang dikirim ke
pengadilan pengaju tepat
waktu

100%
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\[OX SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

b. Persentase putusan perkara 100%
yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi syariah)
yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari
setelah putus

Kegiatan Anggaran

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Rp. 30.147.764.000
Keuangan Badan Urusan Administrasi

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Rp. 227.000.000
Lingkungan Mahkamah Agung

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp.  248.290.000
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rumusan perencanaan
strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan
reward atau punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya,
sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.
Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2020 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing
indikator kinerja sasaran dan membandingkan capaian kinerja Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2020 dengan capaian tahun 2019 dan tahun
sebelumnya. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun
2020 perincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat

pada tabel berikut:
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Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

SASARAN
NO. STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
| |

(M Terwujudnya a. Persentase sisa 100% 100% 100%
Proses Peradilan perkara yang
yang Pasti, diselesaikan
Transparan dan
b. Persentase perkara 100% 98,70% 98,70%

yang diselesaikan

Akuntabel
tepat waktu

yang tidak mengajukan
upaya hukum Kasasi

d. Index responden 95% 90,26% 95,01%
Pengadilan Tingkat
Pertama yang puas
terhadap layanan
Pengadilan Tinggi

c. Persentase perkara 93% 79,22% 85,18%
Agama DKI Jakarta

Al Peningkatan a. Persentase Salinan 100% 100% 100%
Efektivitas Putusan perkara Yang
Pengelolaan dikirim ke Pengadilan
Penyelesaian Pengaju Tepat Waktu
Perkara
b. Persentase putusan 100% 100% 100%

perkara yang menarik
perhatian masyarakat
(ekonomi syariah)
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 (satu) hari
setelah putus

* Capaian: Realisasi X 100%
Target

Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2020
mengacu pada indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel di atas,
untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta melakukan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja

secara berkala sesuai dengan Tabel 3.2.
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Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2020

REALISASI TRIWULAN

SASARAN
STRATEGIS

TRIWULAN I TRIWULAN I TRIWULAN IV

Capaian Capaian Capaian

KINERJA (%) Capaian
(%) (%) (%) (%)

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

100,00 0 100,00 0 0,00 0 0 0,00

(0,00%)

Persentase sisa 100 i i
perkara yang (100,00%)
diselesaikan

Terwujudnya Proses | a.
Peradilan yang
Pasti, Transparan
dan Akuntabel

0 0
(00,00%) (0,00%)

97,14 48 48
(100,00%)

100,00 29 28
(96,55%)

96,55 42 42
(100,00%)

b. Persentase 100 35 34
perkara yang (97,14%)
diselesaikan
tepat waktu

100,00

0,00 0 0,00 0 0,00 154 122

(79,22%)

c. Persentase 93 0 85,18
perkara yang
tidak mengajukan
upaya hukum

kasasi

0 0 0
(0,00%) (0,00%) (0,00%)

95 0 0 0,00
(0,00%)

90,16 90,16

(100,00%)

94,91 0 0 0,00
(0,00%)

90,35 90,35

(100%)

d. Index responden 95,11
pengadilan
tingkat pertama
yang puas
terhadap layanan
Pengadilan
Tinggi Agama
DKI Jakarta

Penigkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Persentase
salinan putusan
perkara yang
dikirim ke
pengadilan
pengaju tepat
waktu

100 35 35

(100,00%)

100,00 48 48

(100,00%)

100,00 29 29
(100,00%)

100,00 42 42
(100,00%)

100,00
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b. Persentase 100 2 2 100,00 S S 100,00 3 3 100,00 2 2 100,00
putusan perkara (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%)
yang menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari setelah
putus
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Pada akhir tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah
melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun
hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai
berikut:

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap

sasaran strategis:

SASARAN

1 TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu: persentase sisa
perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu,
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dan index
responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Capain Sasaran Terwujudnya proses
peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2020 sebagai

berikut:

Tabel 3.3. Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan

Akuntabel
CAPAIAN TAHUN
INDIKATOR KINERJA
© J 2017 2018 2019 | 2020
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Nihil 100% 100% Nihil 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat
waktu 98,92% 104% 100% 98,17% 98,70%

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum kasasi
d. Index responden pengadilan tingkat pertama

yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi ) 107.14% | 101.11% | 105,24% 95,01%
Agama DKI Jakarta ' '

162.08% | 104,57% | 96,11% 93,77% 85,18%

Capaian Sasaran Strategis 1 130,50% 103,93%  99,31% 99,06% 94,72%
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Grafik 3.1. Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan

Akuntabel
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Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut:

Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan yaitu perbandingan antara jumlah

sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus

diselesaikan. Sisa perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menerima perkara
sebanyak 220 perkara dan yang dapat diselesaikan sebanyak 219 perkara,
sehingga pada tahun 2019 menyisakan sebanyak 1 perkara yaitu perkara
Nomor 151/Pdt.G/2019/PTA.JK. Sisa perkara tersebut dapat diselesaikan
bulan Maret tahun 2020. Dengan demikian target persentase sisa perkara yang
diselesaikan yang ditetapkan dalam Renstra yaitu 100% dapat tercapai.

Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan:

1. Komitmen bersama pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta untuk menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya,
sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun yang akan datang.

2. Sistem kerja di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah berjalan

dengan baik sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
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Tabel 3.4. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan
Jumlah sisa

Jumlah sisa . .
perlﬁ;ﬁgang perkara yang Target REEURES Capaian
: X diselesaikan
diselesaikan
I
2020 1 1 100% 100% 100%
Nihil
2019 Nihil Nihil 100% Nihil (tidak dapat
diukur)
2018 1 1 100% 100% 100%
2017 7 7 100% 100% 100%
Nihil
2016 Nihil Nihil 100% Nihil (tidak dapat
diukur)

Grafik 3.2. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan
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Target Realisasi Capaian

Berdasarkan data diatas capaian tahun 2019, dan 2016 tidak dapat diukur
karena tidak ada sisa perkara. Sedangkan capaian tahun 2020, 2018 dan
2017 sebesar 100%. Hal ini menunjukan bahwa sistem kerja di Pengadilan

Tinggi Agama DKI Jakarta telah berjalan dengan baik sesuai dengan program

kerja yang telah ditetapkan.
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Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan

jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang
diselesaikan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang
diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Tabel 3.5. Rincian Penerimaan Perkara Tahun 2020

Penerimaan

Jenis Perkara

[ Jumlah
Cerai Talak 26 Perkara

Cerai Gugat 68 Perkara

Harta Bersama 14 Perkara

Penguasaan Anak/Hadhanah 8 Perkara

Kewarisan 17 Perkara

Ekonomi Syariah 10 Perkara

Isbath Nikah 1 Perkara
Pancegahan Perkawinan 1 Perkara
Pembatalan Perkawinan 1 Perkara
Penetapan Ahli Waris 1 Perkara
Wasiat 1 Perkara
Hibah 2 Perkara
Wakaf 1 Perkara
Lain—lain (Perlawanan Sita Eksekusi 5 Perkara

dan Pembatalan Akta Perdamaian)
Perkara

Sisa Bulan

Diterima  Diputus Sisa Akhir
Lalu
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Sisa Bulan

Diterima = Diputus Sisa Akhir

Jumlah

Tabel 3.7. Data Penyelesaian Perkara tahun 2020
Sl e Perkara yang PIETLEE R . Perkara yang Target Realisasi Capaian
tahun —_ harus diselesaikan tepat
diterima . 2 (C0) (%) (%)
sebelumnya diselesaikan waktu

1 153 154 152 100% 98,70 98,70

Tabel 3.8. Data Penyelesaian Perkara yang Lebih dari 3 bulan

Diputus
M 151/Pdt.G/2019/PTA JK 1-10-2019 27-3-2020 5,9 Bulan
YA 33/Pdt.G/2020/PTA JK 3-3-2020 3-7-2020 4 Bulan

Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memiliki sisa perkara
sebanyak 1 perkara dan menerima perkara sebanyak 153 perkara, putus
sebanyak 154 perkara dan yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai
ketentuan SEMA Nomor 2 tahun 2014 vyaitu paling lama 3 (tiga bulan)
sebanyak 152 perkara atau sebesar 98,70% dengan tingkat capaian sebesar
98,70%.

Dengan demikian target persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
yang ditetapkan dalam Renstra yaitu 100% belum tercapai, hal ini disebabkan
karena:

1. Adanya putusan sela dimana Pengadilan Tingkat Pertama harus

memeriksa kembali persidangan tersebut;

2. Bobot perkara yang harus di tangani secara khusus.
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Tabel 3.9. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Realisasi Capaian

2020 100% 98,70% 98,70%
2019 100% 98,17% 98,17%
2018 100% 100% 100%

2017 96% 100% 104%

Grafik 3.3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
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Target Realisasi Capaian

Berdasarkan data di atas capaian tahun 2020 mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini menunjukan bahwa sistem kerja di
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah berjalan dengan baik sesuai

dengan program kerja yang telah ditetapkan.

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah
perbandingan jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi

dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.
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Tabel 3.10. Data Permohonan Perkara Kasasi Tahun 2020

Nomor Perkara

Nomor Register

Tanggal Register

ﬂ 20/Pdt.G/2020/PTA JK 470K/AG/2020 23 Juni 2020

Al 3/Pdt.G/2020/PTA JK 478K/AG/2020 26 Juni 2020

<Al 01/Pdt.G/2020/PTA JK 553K/AG/2020 17 Juni 2020

98 07/Pdt.G/2020/PTA JK 528K/AG/2020 10 Juli 2020

Al 02/Pdt.G/2020/PTA JK 550K/AG/2020 16 Juli 2020

Al 08/Pdt.G/2020/PTA JK 551K/AG/2020 17 Juli 2020

AR 09/Pdt.G/2020/PTA JK 549K/AG/2020 16 Juli 2020

Sl 17/Pdt.G/2020/PTA JK 555K/AG/2020 17 Juli 2020

Al 10/Pdt.G/2020/PTA JK 561K/AG/2020 20 Juli 2020

(O 13/Pdt.G/2020/PTA JK 575K/AG/2020 22 Juli 2020
ﬂ 15/Pdt.G/2020/PTA JK 574K/AG/2020 22 Juli 2020

(vl 12/Pdt.G/2020/PTA JK 700K/AG/2020 4 September 2020
Ml 19/Pdt.G/2020/PTA JK 728K/AG/2020 21 September 2020
N 36/Pdt.G/2020/PTA JK 750K/AG/2020 28 September 2020
Wl 55/Pdt.G/2020/PTA JK 749K/AG/2020 28 September 2020
(GAl 39/Pdt.G/2020/PTA JK 762K/AG/2020 7 Oktober 2020
IVl 50/Pdt.G/2020/PTA JK 764K/AG/2020 7 Oktober 2020
kSl 73/Pdt.G/2020/PTA JK 763K/AG/2020 7 Oktober 2020
A 42/Pdt.G/2020/PTA JK 789K/AG/2020 16 Oktober 2020
(Ol 38/Pdt.G/2020/PTA JK 810K/AG/2020 220ktober 2020
yARE 47/Pdt.G/2020/PTA JK 809K/AG/2020 220ktober 2020
yyal 66/Pdt.G/2020/PTA JK 811K/AG/2020 230ktober 2020
Pl 82/Pdt.G/2020/PTA JK 842K/AG/2020 3 November 2020
pZ 61/Pdt.G/2020/PTA JK 849K/AG/2020 3 November 2020

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
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Nomor Perkara Nomor Register Tanggal Register

\
yEM 76/Pdt.G/2020/PTA JK 844K/AG/2020 3 November 2020
Pl 32/Pdt.G/2020/PTA JK 856K/AG/2020 5 November 2020
A8 53/Pdt.G/2020/PTA JK 855K/AG/2020 5 November 2020

pisll 43/Pdt.G/2020/PTA JK 134PK/AG/2020 10 November 2020

ﬂ 45/Pdt.G/2020/PTA JK 868K/AG/2020 6 November 2020
X[ 54/Pdt.G/2020/PTA JK 876K/AG/2020 9 November 2020
<YW 58/Pdt.G/2020/PTA JK 879K/AG/2020 9 November 2020
<y 88/Pdt.G/2020/PTA JK 881K/AG/2020 10 November 2020

Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memutus perkara

sebanyak 154 perkara, perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi

sebanyak 32 perkara sehingga perkara yang tidak diajukan upaya hukum

kasasi sebanyak 122 perkara atau sebesar 79,22%, dengan tingkat capaian

sebesar 85,18%. Dengan demikian target persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum kasasi yang ditetapkan dalam Renstra yaitu 93%

tidak dapat tercapai.

Tidak tercapainya indikator ini dikarenakan:

1. Meningkatnya jumlah para pihak yang merasa tidak puas atas putusan
tingkat banding yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan.

2. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang proses peradilan
yaitu adanya hak untuk mengajukan upaya hukum apabila ada rasa tidak

puas terhadap putusan yang dijatuhkan.
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Tabel 3.11. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Jumlah Jumlah

Perkara Perkara yang
Tahun Pe;l;ara yang tidak diajukan  Target  Realisasi Capaian
diy ut?Js diajukan upaya hukum
P kasasi kasasi

2020 154 32 122 93% 79,22% 85,18%

2019 219 28 191 93% 87,21% 93,77%
2018 132 14 118 93% 89,39% 96,11%
2017 152 56 96 60% 62,74% 104,57%

2016 109 3 106 60% 97,25% 162,08%

Grafik 3.4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
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Target Realisasi Capaian

Berdasarkan data di atas capaian tahun 2020 mengalami penurunan jika

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena
meningkatnya jumlah para pihak yang merasa tidak puas atas putusan tingkat
banding yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Di samping itu mulai
ada peningkatan pemahaman masyarakat tentang proses peradilan yaitu

adanya hak untuk mengajukan upaya hukum bila tidak puas terhadap putusan

yang dijatuhkan.
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Indikator : .
4 Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang

Puas Terhadap Layanan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Indikator index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap
layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta diukur mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Ruang lingkup yang diukur dalam survei ini pada tahun 2020 terdiri dari 9

unsur/indikator meliputi:

1. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

2. Sistem, mekanisme, prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan
bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3. Waktu penyelesaian, vyaitu jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

4. Produk spesifikasi jenis pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan
dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk
pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;

5. Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;

6. Perilaku pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;

7. Maklumat Pelayanan, merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban
penyelengara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan;

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, vyaitu tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;

9. Biayal/tarif, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang
besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
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Pada Tahun 2020 Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta dilaksanakan 2 kali yaitu pada bulan Juni dengan jumlah
resonden 239 dan bulan Desember dengan jumlah responden 237. Survei
Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan mengunakan e-Survei dimana

responden mengisi langsung survei secara online.

Tabel 3.12. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta bulan

Juni 2020
Unsur Pelayanan Nilai Unsur Nilai Rata—Rata
Pelayanan Tertimbang
1 | dengan jons polayanan | 376 0418
2. | Kemudahan prosedur pelayanan 3,66 0,407
3. | Waktu pelayanan 3,64 0,404
4. | Produk spesifikasi jenis pelayanan 3,58 0,398
S | Kompetensi/kemampuan petugas 3,66 0,407
6. | Perilaku petugas dalam pelayanan 3,67 0,408
7. | Maklumat pelayanan 3,74 0,415
g | Penanganan pengaduan, saran dan 3.06 0,340
masukan
9. | Kesesuaian biaya pelayanan 3,68 0.409

32.45

3.606

Index Kepuasan Masyarakat (Sangat Baik)

Konversi IKM ] 90,16

Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)

Grafik 3.5. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta bulan
Juni 2020

4
3.5
3

2.5

NRNRRRNEE

30

\ Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah




Tabel 3.13. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta bulan

Desember 2020
Nilai Unsur Nilai Rata-Rata
SRS AR Pelayanan Tertimbang
1 Kesesua}ian persyaratan pelayanan 3,67 0,408
dengan jenis pelayanan
2. | Kemudahan prosedur pelayanan 3,65 0,406
3. | Waktu pelayanan 3,59 0,399
4. | Produk spesifikasi jenis pelayanan 3,58 0,398
5. | Kompetensi/kemampuan petugas 3,65 0,405
6. | Perilaku petugas dalam pelayanan 3,67 0,408
7. | Maklumat pelayanan 3,57 0,396
g | Penanganan pengaduan, saran dan 356 0.396
masukan
9. | Kesesuaian biaya pelayanan 3,58 0,398

3.614
(Sangat Baik)

Index Kepuasan Masyarakat 32.52

Konversi IKM ] 90,35

Mutu Pelayanan Y CEUEETS)

Grafik 3.6. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta bulan
Desember 2020

E-Survei yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2020 dengan jumlah
responden 239 mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-
rata tertimbang SKM adalah 3,606 atau konversi IKM sebesar 90,16. E-Survei
yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020 dengan jumlah
responden 237 mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-
rata tertimbang SKM adalah 3,614 atau konversi IKM sebesar 90,35. Jadi IKM
tahun 2020 adalah rata-rata hasil e-Survei bulan Juni dan bulan Desember
tahun 2020 yaitu 90,16 ditambah 90,35 dibagi 2 yaitu 90,26. Index responden
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pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingg
Agama DKI Jakarta Tahun 2020 terealisasi 90,26 sehingga capaiannya
95,01%. Dengan demikian capaian index responden Pengadilan Tingkat
Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
yang ditetapkan dalam Renstra yaitu 95% dapat tercapai.

Keberhasilan pada indikator ini antara lain:

1. Pelaksanaan tugas dari seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta dalam melayani pengadilan agama se-Wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta baik dari unsur kepaniteraan maupun
kesekretariatan sudah profesional, efektif, efisien dan berpedoman pada
SOP yang ada;

Penyusunan SOP yang baku sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan;
Pembinaan dan pengawasan secara berkala;

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

Penyediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

ok~ wb

Tabel 3.14. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Tahun‘ Jumlah Responden Target Realisasi Capaian
2020 476 95% 90,26% 95,01%
2019 ‘ 164 90% 94.72% 105,24%

m 20 90% 91% 101,11%
2017 ‘ 5 70% 75% 107,14%
2016 ‘ ]

Grafik 3.7. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
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Berdasarkan data di atas capaian pada tahun 2020 mengalami penurunan jika
dibandingan dengan tahun 2019 namun demikian nilai indek responden
Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta sebesar 90,26 sudah mendapatkan kategori A (sangat
baik). Hal ini menunjukkan bahwa layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta kepada Pengadilan Agama se-Wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Agama DKI Jakarta telah berjalan dengan baik dan maksimal.

SASARAN

2 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu: persentase salinan putusan perkara
yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dan persentase putusan
perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. Capaian sasaran
peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2020

sebagai berikut:

Tabel 3.15. Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

CAPAIAN TAHUN
INDIKATOR KINERJA 2016 2017 2018 2019 ‘

2020
a.Persentase salinan putusan perkara
yang dikirim ke pengadilan pengaju 100% 100% 100% 100% 100%
tepat waktu

b. Persentase putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat diakses ) 100% Nihil 100% 100%
secara online dalam waktu 1 hari
setelah putus

Capaian Sasaran Strategis 2 100% 100% 100% 100% 100%
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Grafik 3.8. Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
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atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut:

Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim

ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
yaitu perbandingan jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan
pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus, mengacu pada
SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010
tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim

untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan di
ucapkan.

Tabel 3.16. Pengiriman Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju

Salinan Putusan Perkara
Perkara yang Dikirim ke
yang Pengadilan Pengaju
Diputus Tepat Tidak Tepat
Waktu waktu

Satker

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Pengadilan Agama Jakarta Barat 21 21 =
Pengadilan Agama Jakarta Timur 38 38 -
Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Utara

Jumlah
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Pada tahun 2020 perkara yang diputus sebanyak 154 perkara, dari 154
perkara yang putus, salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan
pengaju tepat waktu sebanyak 154 perkara atau sebesar 100%, dengan
tingkat capaian 100%. Dengan demikian target persentase salinan putusan
perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu yang ditetapkan
dalam Renstra yaitu 100% dapat tercapai.

Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan:

1. Pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti,
tepat, cepat, transparan dan akuntabel oleh Majelis Hakim dan Aparatur
Peradilan lainnya di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sehingga
salinan putusan perkara yang sudah diputus dapat langsung dikirim kembali
ke pengadilan pengaju tepat waktu;

2. Penetapan dan pelaksanaan SOP oleh semua Aparatur Peradilan yang
proporsional,

3. Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap sangat menunjang
pelaksanaan tupoksi sehingga berdampak terhadap efisiensi dan efektifitas
penyelesaian tupoksi khususnya pada pengiriman salinan putusan secara
tepat waktu ke pengadilan pengaju;

4. Tingkat kepatuhan input data perkara kedalam aplikasi Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding sudah maksimal.

Tabel 3.17. Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat
Waktu

Jumlah Jumlah salinan putusan
Tahun perkara perkara yang dikirim ke
yang pengadilan pengaju
diputus tepat waktu

Target Realisasi Capaian
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Grafik 3.9. Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat
Waktu
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Berdasarkan data di atas capaian tahun 2020 sama dengan capaian tahun-
tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%, sedangkan untuk tahun 2016 belum

ada indikator kinerjanya. Hal ini menunjukkan penyampaian salinan putusan

perkara ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu dan kinerja aparatur
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah berjalan dengan baik.

Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian
Masyarakat (ekonomi syariah) yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi

syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus,

yaitu perbandingan jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan jumlah
putusan perkara ekonomi syariah.

Tabel 3.18. Upload Perkara Ekonomi Syariah

Perkara Tanggal Putus Tanggal Upload
(M 1/Pdt.G/2020/PTA.JK 23-1-2020 23-1-2020
Al 15/Pdt.G/2020/PTA.JK 4-2-2020 4-2-2020
Kl 36/Pdt.G/2020/PTA.JK 2-4-2020 2-4-2020
9 40/Pdt.G/2020/PTA.JK 9-4-2020 9-4-2020
. . . 36
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah




Perkara

Tanggal Putus

Tanggal Upload

Al 60/Pdt.G/2020/PTA.JK 2-6-2020 2-6-2020
Al 33/Pdt.G/2020/PTA.JK 3-7-2020 3-7-2020
JAl 88/Pdt.G/2020/PTA.JK 14-7-2020 14-7-2020
Al 83/Pdt.G/2020/PTA.JK 15-7-2020 15-7-2020
Al 118/Pdt.G/2020/PTA.JK 27-10-2020 27-10-2020
(VM 136/Pdt.G/2020/PTA.JK 8-12-2020 8-12-2020

Pada tahun 2020 perkara ekonomi syariah yang diputus sebanyak 10
(sepuluh) perkara dan semuanya dapat diakses secara online di website
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam waktu 1 hari setelah putus.
Target sebesar 100%, terealisasi 100% dan capaian 100%. Dengan demikian
target persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

setelah putus yang ditetapkan dalam Renstra yaitu 100% dapat tercapai.
Keberhasilan indikator ini dikarenakan:

1. Pelaksanaan terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat,
transparan, efisien dan akuntabel oleh majelis hakim dan aparatur lainnya
di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sehingga setelah putusan
dihasilkan oleh majelis hakim amar putusannya segera di upload dalam
website Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

2. Penyediaan sarana dan prasarana Tl yang cukup memadai dapat
menunjang tupoksi sehingga berdampak terhadap efisiensi dan efektifitas
penyelesaian tupoksi khususnya pada publikasi putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari setelah putus (one day publish).
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Tabel 3.19. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat (ekonomi
syariah) yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 hari Setelah Putus

Jumlah jumlah amar putusan
putusan perkara ekonomi
perkara syariah yang dapat Target  Realisasi ~ Capaian
ekonomi diakses secara online
svariah dalam 1 hari setelah
y putus
2020 10 10 100% 100% 100%
2019 9 9 100% 100% 100%
Nihil
(tidak ada Nihil
2018 0 0 100% perkara (tida dapat
ekonomi diukur)
syariah)
2017 1 1 100% 100% 100%
2016 - - - - -

Grafik 3.10. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat (ekonomi
syariah) yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 hari Setelah Putus
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Berdasarkan data di atas pada tahun 2016 belum terdapat indikator persentase
putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. Sedangkan pada
tahun 2018 capaiannya tidak dapat diukur karena tidak ada perkara ekonomi
syariah yang diputus. Capaian tahun 2020, 2019 dan 2017 yaitu sebesar 100%.
Hal ini menunjukan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta selalu konsisten dan
optimal dalam memberikan informasi perkara ekonomi syariah dengan cepat,

tepat, transparan dan akuntabel sehingga masyarakat pencari keadilan atau
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pihak yang membutuhkan informasi perkara dapat mengakses dan memperoleh
informasi tersebut.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mendapatkan total
alokasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sesuai DIPA Nomor:
SP DIPA-005.01.2.401112/2020 sebesar Rp. 30.374.764.000 (tiga puluh miliar
tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah)
dan DIPA 04 Badan Peradilan Agama Nomor: SP  DIPA-
005.04.2.401113/2020 sebesar Rp. 248.290.000 (dua ratus empat puluh
delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)
Realisasi anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01) adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.20. Realisasi Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

Jenis Pagu REEULEY] Sisa Capaian

Belanja

Setelah Revisi (Rp) (Rp) ‘ (%)

Belanja

. 26.276.419.000 23.159.761.000 23.093.792.803 65.968.197 99,72
Pegawai

Belanja

Barang 3.871.345.000 3.887.453.000 3.754.322.975 | 133.130.025 96,58

Belanja

Modal 227.000.000 227.000.000 226.757.000 243.000 99,89

30.374.764.000 27.274.214.000 27.074.872.778  199.341.222

Grafik 3.11. Realisasi Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01)
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a. Belanja Pegawai

Pagu belanja pegawai tahun 2020 setelah direvisi sebesar
Rp. 23.159.761.000 (dua puluh tiga miliar seratus lima puluh sembilan
juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar
Rp. 23.093.792.803 (dua puluh tiga miliar sembilan puluh tiga juta
tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah) atau
capaian 99,72% dari total anggaran dengan sisa anggaran sebesar
Rp. 65.968.197 (enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh
delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah). Belanja pegawai
penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan dan uang makan.

Tabel 3.21. Realisasi Belanja Pegawai DIPA Badan Urusan Adminsitrasi (01)
AR REALISASI

%

511111 | Belanja Gaji Pokok PNS 4.415.151.000 4.409.032.900 99,86

511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS 41.000 40.849 99,63

511121 | Belanja Tunj. Suami/lstri PNS 371.613.000 370.733.680 99,76

511122 | Belanja Tunj. Anak PNS 61.029.000 60.576.996 99,26

511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS 91.845.000 91.845.000 100

511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS 14.647.300.000 | 14.646.840.000 99,99

511125 | Belanja Tunj. PPh PNS 2.781.913.000 2.781.712.678 99,99

511126 | Belanja Tunj. Beras PNS 147.955.000 147.374.700 99,61

511129 | Belanja Uang Makan PNS 627.134.000 569.856.000 90,87

511151 | Belanja Tunj. Umum PNS 15.780.000 15.780.000 100

TOTAL BELANJA PEGAWAI 23.159.761.000

23.093.792.803

b. Belanja Barang

Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa
yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk

didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian
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belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah
ditetapkan. Pagu belanja barang tahun 2020 setelah revisi sebesar
Rp. 3.887.453.000 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta
empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar
Rp. 3.754.322.975 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga
ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau
capaian 96,58% dari total anggaran dengan sisa anggaran sebesar

Rp. 133.130.025 (seratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu

dua puluh lima

Tabel 3.22. Realisasi Belanja Barang

rupiah).

URAIAN

PAGU
(Rp)

DIPA Badan Urusan Administrasi (01
REALISASI

(Rp)

%

TOTAL BELANJA BARANG

3.887.453.000
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3.754.322.975

521111 Belanja keperluan perkantoran 827.957.000 827.552.760 99,95
521114 Belanja Pengiriman surat dinas 3.240.000 3.049.500 94,12
pos pusat
Belanja Honor operasional
521115 satuan kerja 82.920.000 82.920.000 100
g || I B et 177.206.000 | 173.958.792 | 98,17
lainnya
Belanja Barang Operasional —
521131 Penanganan Pandemi COVID- 31.112.000 31.096.226 99,95
19
521811 Belanja Barang persediaan 97.280.000 97.265.035 99,98
522111 Belanja Langganan listrik 225.000.000 222.420.768 98,85
522112 Belanja Langganan Telepon 21.960.000 21.647.613 98,58
522113 Belanja Langganan Air 18.000.000 17.368.953 96,49
522141 Belanja Sewa 1.211.840.000 | 1.132.750.320 93,47
523111 | Belania Pemeliharaan gedung 425.500.000 | 424.491.666 | 99,76
dan bangunan
o | o T R Y 110.000.000 |  109.907.100 | 99,92
dan bangunan lainnya
523121 | Belania Pemeliaharaan 347.980.000 | 346.198.351 | 99,49
peralatan dan Mesin R e '
524111 Belanja Perjalanan Biasa 7.100.000 7.080.000 99,72
524113 | pelania Perjalanan Dinas dalam 17.220.000 |  17.220.000 | 100
Belanja Perjalanan Dinas Paket
524114 Meeting Dalam Kota 130.000 130.000 100
524119 | Belanja Perjalanan dinas paket 25.080.000 12.414.000 | 49,50
meeting luar kota
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c. Belanja Modal
Belanja Modal vyaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan,
peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung
Modal 2020
Rp. 227.000.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan

untuk tupoksi. Pagu Belanja tahun sebesar
realisasi sebesar Rp. 226.757.000 (dua ratus dua puluh enam juta
tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau capaian sebesar 99,89%
dari total anggaran dengan sisa anggaran sebesar Rp. 243.000 (dua
ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Tabel 3.23. Realisasi Belanja Modal DIPA Badan Urusan Administrasi (01

REALISASI
URAIAN

(Rp)

Pengadaan PC Komputer

177.000.000

177.000.000

PK dan Podium

TOTAL BELANJA MODAL

227.000.000

226.757.000

532111 | Pengadaan HT 10.000.000 9.800.000 98
532111 | Pengadaan Fingerprint 10.000.000 9.950.000 99,5
530111 | Pengadaan AC Split2PK, 1 | 35 500,000 | 30.007.000 | 100,02

2. DIPA DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA (04)
Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mendapatkan alokasi
anggaran DIPA Badan Peradilan Agama (04) setelah direvisi sejumlah
Rp. 161.590.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh
ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 150.215.000 (seratus lima puluh
juta dua ratus lima belas ribu rupiah) atau capaian sebesar 92.96% dari
total anggaran dengan sisa anggaran sebesar Rp. 11.375.000 (sebelas
juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Pada program ini kegiatan
yang dilakukan adalah:
» Implementasi Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama
» Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan
» Bimbingan Teknis Yustisial Tenaga Teknis Non Hakim
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Tabel 3.24. Realisasi Anggaran DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama (04)

Pagu Realisasi Sisa Capaian
No. Jenis Belanja -————f o —— I

semula (Rp) | poelelal (Rp) G (%)

1. Belanja Barang 248.290.000 161.590.000 150.215.000 11.375.000 92.96
Total 248.290.000 161.590.000 150.215.000 11.375.000 92.96

Grafik 3.12. Realisasi Anggaran DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama (04)
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3. REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

Dipa (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu:

1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dan;

2. (005.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung.

Sedangkan DIPA (04) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program

kerja yaitu:

1. (005.04.08) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Tabel 3.25. Realisasi Anggaran Per Program

Realisasi Capaian
Program

Rp %

Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung

27.047.214.000 26.848.115.778 | 199.098.222 99.26

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Mahkamah Agung

227.000.000 226.757.000 243.000 99.89

Program Penigkatan 161.590.000 150.215.000 11.375.000 92.96
Manajemen Peradilan Agama

27.435.804.000 27.225.087.778 @ 210.716.222
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Grafik 3.13. Realisasi Anggaran Per Program
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta pada periode tahun 2020 dalam rangka layanan pengadilan
terhadap masyarakat pencari keadilan serta program dan kegiatan yang
sudah dilaksanakan telah membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta bertekad kuat untuk menjaga integritas dan akuntabilitasnya sebagai
lembaga yudikatif sekaligus mengemban kepercayaan publik sebagai kawal
depan (voorpost) penegakan keadilan. Di bidang teknis peradilan hal ini
ditunjukkan dengan kinerja yang luar biasa dalam penanganan perkara yang
merupakan core business dari lembaga peradilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta Tahun 2020 menyajikan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis
yang mengunakan alat ukur 6 (enam) indikator kinerja. Secara umum sasaran
strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari 6 indikator kinerja yang diperjanjikan, 4
indikator kinerja sesuai dengan target, bahkan ada yang melampaui target.
Namun terdapat 2 indikator kinerja yang belum mencapai target vyaitu:
1. indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, tidak
tercapainya indikator ini karena adanya putusan sela dimana pengadilan
tingkat pertama harus memeriksa kembali persidangan tersebut; 2. indikator
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, tidak
tercapainya indikator ini karena meningkatnya jumlah para pihak yang merasa
tidak terpenuhi kebutuhan hukum atas putusan tingkat banding yang dianggap
belum memenuhi rasa keadilan dan adanya peningkatan pemahaman
masyarakat tentang proses peradilan yaitu adanya hak untuk mengajukan
upaya hukum apabila ada rasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan.

Capaian sasaran pada tahun 2020 menunjukan bahwa secara umum

pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sudah terlaksana
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(2

dengan baik. Keberhasilan capaian tersebut karena kerja keras dan komitmen
pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

LKjIP tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan
keputusan guna peningkatan kinerja dan sarana evaluasi untuk perbaikan
kinerja. Selanjutnya diharapkan LKjIP tahun 2020 ini dapat menjadi salah satu
sumbangsih dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja Operation
Plan, Rencana Kinerja Performance Plan, Rencana Anggaran Budgeting Plan
dan Rencana Strategis Strategic Plan pada masa mendatang.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan
kinerja akan menjadi bahan evaluasi dan untuk melakukan upaya perbaikan

kedepan pada tahun berikutnya.

B. SARAN - SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung RI cg. Sekretaris Mahkamah Agung

Rl dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

yaitu:

1. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk tersedianya tanah dan
bangunan gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang
representative sebagai salah satu pengadilan tingkat banding di ibukota
Negara (saat ini masih pinjam pakai gedung Pemerintah Propinsi DKI
Jakarta termasuk sarananya);

2. Untuk menambahkan alokasi anggaran Kebutuhan belanja barang
operasional;

3. Karena keterbatasan SDM diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas
Sumber Daya Manusia (SDM) baik bidang Kepaniteraan dan
Kesekretariatan.
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas
Laporan Kerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi
tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat,
andal, dan valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan

kinerja ini.

9600519 198603 1 005



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LK|IP)

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TAHUN 2020

Pernyataan

Checklist

Format

Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data
penting IP.

LKj telah menyajikan informasi target kinerja.
LKj telah menyajikan capaian IP yang memadai.
Telah menyajikan dengan lampiran yang
mendukung informasi pada badan laporan.
Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan.
Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.

Mekanisme
Penyusunan

LK|IP disusun oleh unit kerja yang memiliki
tugas fungsi untuk itu.

Informasi yang disampaikan dalam LK;j telah
didukung dengan data yang memadai.

Telah terdapat mekanisme penyampaian data
dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan
LK].

Telah ditetapkan penanggungjawab
pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.
Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam
LK] telah diyakini keandalannya.
Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui
oleh unit kerja terkait.

LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di
bawahnya.

< 2 2| 2. 2 2 2 2 2

Substansi

Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan
tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.
Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan
rencana strategis.

Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka
terdapat penjelasan yang memadai.

Target Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam
Lkj telah sesuai dengan target inidkator kinerja
tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.

IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU
yang ditetapkan.

Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka
terdapat penjelasan yang memadai.

Telah terdapat perbandingan data kinerja
dengan tahun lalu, standar nasional dan
sebagainya yang bermanfaat.

IKU dan IK telah cukup mengukur
tujuan/sasaran.

A N -




9. Jika’tidak” telah terdapat penjelasan yang
memadai.

10. IKU dan IK telah SMART

MAD YAMIN, M.H
519 198603 1 005
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NO

KINERJA UTAMA

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER DATA

Persentase sisa perkara Jumlah sisa perkara yang diselesaikan . o Panitera Laporan Bulanan
yang diselesaikan Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dan
Laporan Tahunan
Catatan:
e Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya
e SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di
pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat)
lingkungan peradilan
Persentase perkara yang Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu X 100% Panitera Laporan Bulanan
diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan 0 dan
Catatan: Laporan Tahunan
¢ SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di
pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat)
lingkungan peradilan
Persentase perkara yang Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi - oo, Panitera Laporan Bulanan
tidak mengajukan upaya Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan dan
hukum kasasi Laporan Tahunan
Catatan:
Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka
semakin puas atas putusan pengadilan
Index responden Panitera Laporan

pengadilan tingkat pertama
yang puas terhadap
layanan Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta

Index kepuasan pencari keadilan

Catatan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Semesteran dan
Laporan Tahunan




NO

KINERJA UTAMA

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER DATA

Persentase salinan Jumlah salinan putusan perkara yang dikirim Panitera Laporan Bulanan
putusan perkara yang ke Pengadilan pengaju tepat waktu % 100% dan
dikirim ke pengadilan Jumlah perkara yang diputus Laporan Tahunan
pengaju tepat waktu

Catatan:

SEMA No 01. Tahun 2011 tentan perubahan SEMA No. 02 tentang

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
Persentase putusan Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Panitera Laporan Bulanan

perkara yang menarik
perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang
dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari
setelah putus

yang di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus % 100%

Jumlah putusan perkara ekonomi syariah

dan
Laporan Tahunan




Matrik RENSTRA 2020-2024

Visi : “TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA YANG AGUNG”

Misi : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

Target Sasaran Target
Jangka
. . N Menengah . . L
Uraian Indikator Kinerja (5 tahun) Uraian Indikator Kinerja 2021 2022
iM Terwujudnya kepercayaan a. Persentase sisa perkara yang 100% Terwujudnya proses peradilan a. Persentase sisa perkara yang 100% 100% 100% 100% 100%
masyarakat terhadap sistem diselesaikan yang pasti, transparan dan diselesaikan
peradilan melalui proses peradilan akuntabel
yang pasti, transparan dan b. Persentase perkara yang 100% b. Persentase perkara yang 100% 100%  100%  100%  100%
akuntabel diselesaikan tepat waktu diselesaikan tepat waktu
c. Persentase perkara yang tidak 93% c. Persentase perkara yang tidak 93% 93% 93% 93% 93%
mengajukan upaya hukum mengajukan upaya hukum
Kasasi Kasasi
d. Index responden pengadilan 95% d. Index responden pengadilan 95% 95% 95% 95% 95%
tingkat pertama yang puas tingkat pertama yang puas
terhadap layanan Pengadilan terhadap layanan Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta Tinggi Agama
A Terwujudnya efektivitas pengelolaan a. Persentase salinan putusan 100% Peningkatan efektivitas a. Persentase salinan putusan 100% 100% 100% 100% 100%
penyelesaian perkara perkara yang dikirim ke pengelolaan penyelesaian perkara perkara yang dikirim ke
pengadilan pengaju tepat waktu pengadilan pengaju tepat
waktu
b. Persentase putusan perkarayang 100% b. Persentase putusan perkara 100% 100% 100% 100% 100%
menarik perhatian masyarakat yang menarik perhatian
(ekonomi syariah) yang dapat masyarakat (ekonomi syariah)
diakses secara online dalam yang dapat diakses secara
waktu 1 hari setelah putus online dalam waktu 1 hari
setelah putus




SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

PROGRAM/
KEGIATAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

KONDISI

AWAL TARGET (dalam persentase)

2019 H 2020 ‘2021 2022 2023 ‘ 2024

Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

ALOKASI (dalam juta ribuan)

2020 ‘ 2021 ‘ 2022 ‘ 2023

27.435.804

30.714.195

33.992.331

35.697.491

37.482.777

UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA

Tinggi Agama DKI Jakarta

; Pengadilan
1. Persentase sisa perkara yang 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 Tinggi Agama
diselesaikan DKI Jakarta
Pengadilan
2 Persentase perkara yang 100 100 | 100 100 | 100 | 100 Tinggi Agama
diselesaikan tepat waktu DKI Jakarta

3. Persentase perkara yang tidak Pengadilan
mengajukan upaya hukum 93 93 93 93 93 93 Tinggi Agama
Kasasi DKI Jakarta

4. Index responden pengadilan )

tingkat Pertama yang puas Pengadilan
. 90 95 95 95 95 95 Tinggi Agama

terhadap layanan Pengadilan DKI Jakarta

yang dapat diakses secara online
dalam waktu 1 hari setelah putus

1. Persentase salinan putusan Pengadilan
perkara yang dikirim ke 100 100 | 100 100 | 100 | 100 Tinggi Agama
pengadilan pengaju tepat waktu DKI Jakarta

2. Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian Pengadilan
masyarakat (ekonomi syariah) 100 100 | 100 100 | 100 | 100 Tinggi Agama

DKl Jakarta




RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020
NO.W9-A/330/0T.01.1/1/2020
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Terwujudnya Proses a.

Peradilan yang Pasti,
Transparan, dan Akuntabel

Persentase Sisa Perkara yang
diselesaikan

100%

. Persentase Perkara yang

diselesaikan Tepat Waktu

100%

. Persentase Perkara Yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

93%

. Index responden Pengadilan

Tingkat Pertama yang Puas
Terhadap Layanan Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta

95%

Peningkatan Efektivitas a.

Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Persentase Salinan Putusan
Perkara yang Dikirim ke
Pengadilan Pengaju tepat waktu

100%

. Persentase Putusan Perkara yang

Menarik Perhatian Masyarakat
(ekonomi syariah) yang Dapat
Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

/

100%

Jakaria, 24 Jdanuari 2020
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. W9-A/332/0T.01.1/1/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama : Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. ACO NUR, SH. MH

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, . Januari 2020

Pihak Kedua Pinak Pe/rt?m,/':)/
R | /2’:7
Gz
/ - \\‘\
Dr. Drs. ACO NUR'S.H., M.H /éﬁ': == AMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.
NIP. 19660313 198903 1 021 NIF:-19551253 198103 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO.W9-A/332/0T.01.1/1/2020
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Terwujudnya Proses Peradilan
yang Pasti, Transparan, dan
Akuntabel

a.

Persentase Sisa Perkara yang
diselesaikan

100%

Persentase Perkara yang diselesaikan
Tepat Waktu

100%

Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

93%

. Index responden Pengadilan Tingkat

Pertama yang Puas Terhadap Layanan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

95%

Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Persentase Salinan Putusan Perkara
yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju
tepat waktu

100%

. Persentase Putusan Perkara yang

Menarik Perhatian Masyarakat
(ekonomi syari’ah) yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1 Hari
Setelah Putus

100%

Kegiatan

1.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 227.000.000
Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 248.290.000
Jakaria; Januari 2020
Pihak Kedua Pihak Pertama.-
Sy
v /’:/

Dr. Drs. ACO NUR;S.H., M.-H
NIP. 19660313 198903 1 021

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
Badan Urusan Administrasi

Anggaran

/( N

Rp. 30.147.764.000

Dist 1 ) “OHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H

IP.£2551203 198103 1 001




Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Tahun 2020

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja
Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2020 dalam
melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama DKI

Jakarta dalam rangka mewujudkan Visi yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA YANG
AGUNG”

dengan Misi :

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;

Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;

A

Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2020

sebagaimana terlampir:



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

TARGET

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

1 | Terwujudnya Proses a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% | 100% | 100% | 100%

Peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 100% | 100% | 100% | 100%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 93% | 93% |93% |93%
d. Indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap - - 95% | 95%

layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

JADWAL
AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN KELUARAN

b. Menyelesaikan perkara tepat waktu Proses Perkara diselesaikan tepat waktu

. Menyelesaikan sisa perkara tahun lalu ... Sisa perkara tahun lalu yang telah diputus dan
diminutasi

c. Meningkatkan kualitas putusan Putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan

d. Melaksanakan e-survey kepuasan publik Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada

pengadilan tingkat pertama




TARGET

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
2 | Peningkatan efektivitas a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan 100% | 100% | 100% | 100%
pengelolaan penyelesaian pengaju tepat waktu
perkara
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat 100% | 100% | 100% | 100%
(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1
hari setelah putus

JADWAL
AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN KELUARAN

Salinan putusan perkara diterima pengadilan agama
pengaju tepat waktu

. Mengirimkan salinan putusan perkara ke
pengadilan penggaju tepat waktu

Putusan perkara ekonomi syariah terupload 1 hari/one
day publish setelah putus

b. Mengupload putusan perkara ekonomi syariah 1
hari/one day publish setelah putus

Jekaria; - Januari 2020
KETUA SATGAS SAKIP

%
.

Dic =2 {AMMAD YAMIN, M.H
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PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

JL RADIN INTEN Il NO.3 DUREN SAWIT TELP : 86902313 FAX: 86902314
Email: ptajakarta2007 @yahoo.co.id, Website: https://www.pta-jakarta.go.id
JAKARTA TIMUR 13440

LAPORAN KINERJA TRIWULAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
TAHUN 2020

Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam
Pasal 18 dan 19;

Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan
kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana
aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja

secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.


mailto:ptajakarta2007@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2020

REALISASI TRIWULAN

SASARAN INDIKATOR (5 [
NO STRATEGIS KINERJA TRIWULAN I TRIWULAN I TRIWULAN Il TRIWULAN [V
Capaian
(%)

Capaian
(%)

Capaian
(%)

Capaian

Realisasi (%)

Realisasi Realisasi Realisasi

Terwujudnya Proses | a. Persentase sisa 100 1 1 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Peradilan yang perkara yang (100,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%)

Pasti, Transparan diselesaikan
dan Akuntabel

b. Persentase 100 35 34 97,14 48 48 100,00 29 28 96,55 42 42 100,00
perkara yang (97,14%) (100,00%) (96,55%) (100,00%)
diselesaikan
tepat waktu

c. Persentase 93 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 154 122 85,18
perkara yang (0,00%) (0,00%) (0,00%) (79,22%)
tidak
mengajukan
upaya hukum
kasasi

d. Index responden 95 0 0 0,00 | 90,16 90,16 94,91 0 (0] 0,00 | 90,35 90,35 95,11
pengadilan (0,00%) (100,00%) (0,00%) (100%)
tingkat pertama
yang puas
terhadap
layanan
Pengadilan
Tinggi Agama
DKI Jakarta

Penigkatan a. Persentase 100 35 35 100,00 48 48 100,00 29 29 100,00 42 42 100,00
Efektivitas salinan putusan (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%)
Pengelolaan perkara yang
Penyelesaian dikirim ke
Perkara pengadilan
pengaju tepat
waktu




REALISASI TRIWULAN

SASARAN INDIKATOR
NO STRATEGIS KINERJA TRIWULAN | TRIWULAN II TRIWULAN I TRIWULAN IV

Capaian
(%)

Capaian
(%)

Capaian
(%)

Capaian
(%)

Realisasi Realisasi

Realisasi

Realisasi

Persentase 2 100,00 3 100,00 3 100,00 2
putusan perkara (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%)
yang menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari setelah
putus

100,00

Kegiatan Anggaran

1. Pembinaan Administrasi dan Pengeloaan Keuangan Badan Urusan Administrasi  Rp. 27.047.214.000
2. Pengadaan Sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp. 227.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp.  161.590.000

Jakarta, 30 Desember 2020
Penanggung Jawab,
Ketua Satuan Tugas (SATGAS)

V7 i

Drs. Muhammad Yamin, M.H.
NIP. 19600519 198603 1 005




KUMOUANAS MA-HI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung Al

Login/Logout v Utama v Perencanaan v Keuangan v Berita

E-SAKIP : LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER BULAN , TAHUN 2020

Tabel di bawah menampilkan data capaian kinerja per bulan :
n melebihi target bulanan n sesuai target bulanan n di bawah target bulanan n capaian nol - tidak ada laporan

Tampilkan : ’Tahun 2020 V‘

Satker/Wilayah Januarl Februari Juli Agustus September Oktober November Desember

1L PTAJakarta ‘ ||
2z e SRR

8
8
=
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=
=
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KUMUANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung Rl

Login/Logout v Utama v Perencanaan v Keuangan

E-SAKIP : MONITORING CAPAIAN KINERJA KUMULATIF PER TRIWULAN TAHUN 2020

Monitoring capaian kinerja kumulatif per triwulan :

melebihi target kumulatif sesuai target kumulatif n di bawah target kumulatif capaian nol

ada laporan

tidak

Tampilkan : ] Tahun 2020 V‘

Satker/Wilayah Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

1. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
DKI Jakarta 89,09% 94,00% 95,42% 96,16%




PETUNJUK PENGISIAN E-SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
(Untuk User/ Responden)

@ Berands || Halarnarn hama X e ful

) pia-jakartagoid - & i i D &

[}

Monday. 25 Juby 2019

\ MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DEI JAKARTA

search

SYSTEM

e LR it -

I biaya yang
Epihak

1. User masuk ke website Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
(www.pta-jakarta.go.id)

2. Pilih menu Layanan Publik > Survey Kepuasan Publik = Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) atau langsung Klik di (http://pta-jakarta.go.id/layanan-publik/survey-pelayanan-

publik/ikm)

- 2 @ (@ pta-jakarta.goidfzyvanar:publi/surey -pelayanan- publikfrr B & 1 in O ® =

Menday, 20 luty 2010

MAHEAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
' PENGADILAN TINGGI AGAMA DEI JARKARTA

search...

Hatsmre Gamin P b

Quesioner IKM Triwulan Ke 3 Tahun 2019 m Rapat Pembahasan
Panyusunan Silabus
Untuk mengzs quisioner Indeks Eepurzsan Masyarakat Trivnbn Ke 3 takum 2019, pada Pengadilan B[ TOT| Hated Actar, Sncer
Tingel Agama DET Jakarta . silablcn Senglap foomulic data diri anda dibawah i ==
Pembekalan dalam
g Lo i 3 15 Nasional Kemenpgg BBl o
Data Diri Responden s M?-H& e

Haran Satker*

Undanganm Pem|
Teknis Wilayah
Alamat* i Riau dan Kepula®

= Riau | Harel Premi
T Riaw dan Kepukawar

No. Telg! T Riau | Hota! Pramisr
Emuil* Bast Wastern,Batam
HNama (Bokeh tidak diisi)
el Perkara PA Se-DKI &
Ulsaz* Dwayaby 20 Tahuon
Jens Laks-Lak: s
e 4, SIPP PA Jakarta Selatan
Peadidiian Seicodzh Dasar & #, SIPP PA lakarta Utara
Texakhur*
Baginn/Sish Statistik Web
Bagian*
Hart ini
Lamn Beleenys
i Staker® Minggu ini
m Bulan ini
Jumiaty

Visitors
I =

& % 5 583 ="




3. Mengisi Data Diri Responden:

v

AN NI NI

<

Nama Satker : diisi dengan nama Satuan Kerja Responden

Contoh : PA Jakarta Pusat

Alamat : diisi dengan alamat kantor (bisa lengkap atau cukup nama daerahnya
saja) dari Satker Responden

Contoh : Jalan Rawasari Selatan, Jakarta Pusat

No. Telp/ Email : bisa diisi keduanya atau salah satu dengan nomor telp atau email
pribadi atau kantor

Contoh : 021-42802193/pa.jakpus@gmail.com

Nama Responden : diisi dengan nama Responden (tidak waijib)

Usia : memilih usia responden dengan range yang tersedia

Jenis Kelamin : memilih jenis kelamin (Lai-laki/ Perempuan)

Pendidikan terakhir : memilih dengan pendidikan terakhir responden dari pilihan
pendidikan yang tersedia

Bagian/ Sub Bagian : diisi dengan bagian dari jabatan responden saat ini

Contoh : Jurusita Pengganti

Lama bekerja di Satker : diisi dengan masa kerja responden pada satker sekarang
Contoh : 5 tahun

4. Klik tombol untuk masuk ke halaman Petunjuk Penggunaan

[T (@D pta-jakarta.goid/ayanan-publiysurvey -pelayznan- publik/ g mn o & =

“—

5 Kilik tombol KElik Disini Untuk Mengisi Kuesioner Lanjut

Monday, 25 Jufy 2009

i MAHEAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

@ 7 PENGADILAN TINGGI AGAMA DEI JARKARTA

search...

Berands 'Tan&g-ﬁ;angﬂ.lgn Laym:ﬂHl.tum 15 Al 'ﬁmﬁp_nlmu I Paahxmﬁr!"hbﬁﬂll IﬁahmaslBuvltm

el Usmie Piid St P & Bardiee Hussr Hubstbasamn bfrrrnl ULy o et Eclrar | Mbaiedabsiri Wi

"5 Layanin Pubik || formas, Pe ngadum * Survey Kepussan Pl 5 Suevdy Kepuasan Masyarakal (SER)

il Avenda Pimpinan [

Rapat Pambahasan

Panduan Pengisisan Quesioner Survei Kepuasan Masyarakath BRI ¢y sunan Silabus
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta S TOT Hated &ston Bocer

Berilan pendapat Bapak fibu rerhadap onsur-inane laymasn dibaoah ini dengas memberikan tanda sitang
{x) atan Lingiaran pada piliban jawaban yang tersedia sesval dengan pendapat Bapakiitu dengan skals: ﬂ Pembekalan dalam

1 = Tudak Bak (TH) Rangka Reviu Tim
2 = Enrang Baik (KB) 1§ Nasional Kemenpif,
3 =Baik {5) = Gd. Sekretaniat MA

4 =Hanpat Bak (8B)

Berta berilah swan dan keitik yang: ragum sk Pelay L8y il Tzt DT Taboaria® 5.7 Unitangan Pemg
Teknis Wilayah §
RS % . = Riau dan Kepula!
Elik Disini Ustubk Mengisi Knesioner Lanjut
= Riiau | Horel

i PTA Jakarta "MEMYAPA"

untuk masuk ke halaman pertanyaan

kuesioner

Bemnda Tentang Pengadifan | Layanan Hukim Liyanan Pubii | Transparans Paratursn dan Kebijskan | Refommas) Biiokros
Halmman e Pon St Poisoda b Baniue Hown WomosPenasiusn | Helebukasn Iormssl Undsng Undeg don Sutet Sderan Aeiabiiies Kineis

> Layanen Publk || Infermast/Pengaduan | > Survey Kepuasan FUDIK > UrvaY Kepuasan Masyarakat (SH)

I L

. . Rapat Pambahasan
Lembar Quisioner Surver Kepuasan Maysralat P
Q o f 9-1 Penyusunan Stabus
= L S TOT)| Hotel Acton, Bogor
1, Bﬂg:l'.lui'_'llﬂ Ak]\'l(l'ii!]l [].I-'(J}_.""l"kll E\.‘L'l"i} uratan P('lii_\ anan’? ﬂ -
Pembakalan dalarr

8 Rangha Reviu Tim Penilai
O Tidak Baik (TB AN} Nasiansl Kemenpan RB |

O Kurang Baik (KB) " Gd Sekratariat MA-R
Undangan Pembinzan
BN Tk Wilayah Hukum
s Riau dan Kepulasan
Riau | Hote F'remw,u A
Best Westarn.Batam 4o

¢ Baik (B)

O Sungat Baik (SB)

Perkara PA Se-DE;

&, SIPP PA Lukar
& SiPP PA lakarta B
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Pilih jawaban yang Anda rasa tepat dengan mengklik pada pilihan jawaban yang tersedia
Teruskan sampai 27 (dua puluh tujuh) pertanyaan yang tersedia
Pada pertanyaan terakhir akan masuk ke halaman isian, yaitu Responden diminta 3 (tiga)
pertayaan isian berupa:
v" Tema/ Judul Bimtek : diisi dengan Tema/ Judul Bimbingan Teknis atau Sosialisasi
yang pernah diikuti oleh responden
v' Bimtek/ Sosialisasi yang perlu diadakan: diisi dengan usulan Bimbingan Teknis atau
Sosialisasi yang sekiranya perlu menjadi masukan untuk PTA DKI Jakarta agar
dilaksanakan Bimtek/ Sosialisasi tersebut
v/ Saran dan kritik : diisi dengan saran dan kritik yang membangun untuk pelayanan
yang lebih baik di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

«— @ @ pla-jakarta.goid/ayanan-publik/survey-peiapanan- publik B -9 W D & =

| Borands Tantang Pangadian  Laganan Hukum . | TraeEpaesa | I atiaies oy e | Raforina Bt

Haisnine: Utsmin et i b Penkwdir & Bl Hubum Kbtain i Wl Eindiiapd iy Snn St Sl Ainibiiing Kinergs

> Layanan Pubiik || Inmnhas,fﬁngamm. 3 Survey Kepiiasan Prbis * Survey Kepzsan Masyarakat (SEA)

I L

Tema/ judul Bimbingan Teknis” Sosialisaai Yang Pernal Anda ikuti

= Rapal Pembahasan
9 Penyusunan Silabis
S| TOT| Hated Astor Bocer

Temna/judul
Bintek
JR) Fembekalan dalam
Rl Fangka Revii Tam Panilai
ki MNaslonal Kemenpan RE |
Gd. Sekrotariat MARI
I Indangan Pembinean
57 Teknis Wilayah Hukum
Mennrut Anda, Bimbingan Tekmis/S osialisasi apa yang perln diadakan di Pengadilan Tingei BSTTEN Riau dan Kopulauan
Agama DET Jakarta T Riaw | Hotel Premier
Best Western,Batam =
Bimiek Somals Lied) !
o Perkara PA Se-DKI ®. |
Di b

#, SIPP PA lakarka Py
#, SiPP PA fakarta Bard
#, SIPP PA Jakarts Timur

FTA Jakaria "IIEN
Tsilnh Krititk dan Saran yang membangun imtuk pelaynnnn yang lebih baik TOT] Hatel Aston Bogor

Kuritie dan Pembekalan dalam
Sawvan 8 Rangka Reviu Tim Penila:
BT} Nasional Kemenpan RB |
Gd. Sekretarial MA-R

= Undangan Pembinaan

57 N Wilayah Hukum

UL Riau dan Kepulauan
Riu | Hotel Premser

fiest Western, Batam el
L

Perkara PA Se-DKI 4

#, SIPP PA Lakarta P

&, SIPP PA bakart
9. Pengisian kuesioner telah selesai
“ (I (D pia-jakarta.goid/ayanan-publicsurvey -pelayznan- publik/fim [ b M ® =
SEAICh. L
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Beranda Tentang Pengadilan Layanan Hukum Layanan Publik Transparansi Peraturan d

Halaman Utama Profil Satker Prosedur & Bantuan Hukum Informasi/Pengaduan Keterbukaan Informasi Undang-Undang

> Informasi Perkara > Perkara Ekonomi Syariah

Written by kepegawaian on 26 June 2018. Hits: 8386

DATA PERKARA
EKONOMI SYARIAH

ND. TAHUN PERKARA NOMOR PERKARA TGL. PUTUS AMAR PUTUSAN

[ Tepacauopiak | e




SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKIJAKARTA

NOMOR : W9-A/2328/0T.01.2/12/2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk
menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Tahun 2020 pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

. bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar

lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan
tugas dalam tim dimaksud.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 — 2019;
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat
Mahkamah Agung;

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan
Mahkamah Agung;

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 perihal
Penyampaian Dokumen SAKIP.



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI
JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020 PENGADILAN
TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2020 merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta, untuk menetapkan rencana kinerja
tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun
dokumen perjanjian kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Stategis Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta DKI Tahun 2020.

Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan
melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

i : Jakarta
: 10 Desember 2020

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1.
2
3.
4. Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Sekretaris Mahkamah Agung RI;

. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
: W9-A/2328/0T.01.2/12/2020
: 10 Desember 2020

Nomor
Tanggal

TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKIJAKARTA

JABATAN DALAM

JABATAN

NO NAMA/NIP DINAS DALAM TIM KET
1 2 3 4 5
1 | Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H. Ketua Pengarah

NIP. 19541231 198103 1 092
2 | Dr. Hj. Djazimah Mugoddas, S.H., M. Hum. Wakil Ketua Penanggung
NIP. 19540520 198101 2 001 Jawab
3 | Drs. Muhammad Yamin, M.H Panitera Ketua Tim
NIP. 19600519 198603 1 005
4 | Drs. Erwin Widanarko, S.H., S.A.P., M.Pd. Sekretaris Wakil Ketua
NIP. 19640114 198703 1 003 Tim
5 | Una Munasir Fatah, ST, M.M. Kepala Bagian Anggota
NIP. 19721129 200604 1 001 Umum dan
Keuangan
6 | Abdullah, SH. MH. Panitera Muda Sekretaris
NIP. 19671117 199203 1 005 Hukum
7 | Wahida Muslihah, S.Sos., M.M. Kepala Bagian Anggota
NIP. 19780327 200212 2 001 Perencanaan dan
Kepegawaian
8 | Yulita Fitri Hartaty, S.E. Kepala Sub Bagian Anggota
NIP. 19830722 200904 2 007 Rencana Program
dan Anggaran
9 | Hj. Ghizar Fau'ah, S.H., M.H. Panitera Muda Anggota
NIP. 19640917 198603 2 013 Banding
10 | Dewi Utari, S.E., M.M. Kepala Sub Bagian Anggota
NIP. 19790102 200604 2 001 Keuangan dan
Pelaporan
11 | Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M. Kepala Sub Bagian Anggota
NIP. 19770105 200912 1 001 Tata Usaha dan
Rumah Tangga
12 | Elvira Amegia, M. Kom. Kepala Sub Bagian Anggota
NIP. 19811216.200904.2.002 Kepegawaian dan TI
13 | Sudarman, S.Ag., M.H. Analis Tata Laksana Anggota
NIP. 19750321 200212 1 003
14 | Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H. Panitera Pengganti Anggota
NIP. 19740202 199303 1 001
15 | Aday, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti Anggota
NIP. 19740605 199903 1 003
16 | Ade Irma Suryani, A. Md. Staf Sub Bagian Anggota
NIP. 19820514 200904 2 002 Rencana Program
dan Anggaran
17 | Edy Nata Sadinda, S.H. Pegawai Honorer Anggota




| PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
an Tinggi Agama Jakarta













r— MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
o« \ DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
s = % Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 6-8
ﬂJalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
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7 | Telepon (021) 29079177, Faksimile (021) 29079277, 29079211
' Home Page: https://badilag. mahkamahagung.go.id
e-mail: ditien.badilag@mahkamahagung.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 4269/DJA/HM.01/12/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3951/DjA/HM-00/11/2020 Tanggal 27
November 2020 Tentang Penetapan Hasil Assesment Surveillance Akreditasi
Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Tahun 2020, dengan ini kami beritahukan
bahwa :

Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Surveillance : Surveillance Il
Predikat : Tetap "A (Excellent)"

Surveillance/Penilaian Ulang berikutnya dilakukan pada tahun 2021.
Demikian kami beritahukan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
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